SALINAN

Menimbang :

Mengingat :

WALIKOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 66 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (3),
Pasal 78 ayat (3), Pasal 79 ayat (5), Pasal 85 ayat (4), Pasal
89 ayat (3), dan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Daerah Kota
Batam Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa
Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan
Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Batam Nomor 9 Tahun 2019, maka perlu
menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi
Rumah Potong Hewan dengan Peraturan Walikota;

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar; Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; :

Undang-Undang' Nomor 53 Tahun 1999 jtentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,

- Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten

Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara
Repulik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indopnesia Nomor 3902)
Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008

- Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang

Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Huluy,
Kabupaten Rokan Hilir Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan
Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);



Menetapkan

4. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali  terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2013
tentang Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha
dan Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah
Kota Batam Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 93) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam
Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2013
tentang Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha,
dan Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah
Kota Batam Tahun 2019 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN  WALIKOTA TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI . RUMAH
POTONG HEWAN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud déngan:
1. Daerah adalah Kota Batam.

2. Walikota adalah Walikota Batam.

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota
Batam.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu
Walikota dan dewan perwakilan rakyat Daerah
dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah.

S. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang
selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Ketahanan
Pangan dan Pertanian Kota Batam.

6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya
disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis
Daerah Rumah Potong Hewan dan Rumah Potong
Unggas (RPH-RPU), berada dibawah Dinas



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam,
ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku
sebagai pelaksana tugas mengelola Rumah Potong
Hewan dan Rumah Potong Unggas.

Kepala unit Pelaksana Teknis Daerah yang
selanjutnya disebut kepala UPTD adalah Kepala
UPTD Rumah Potong Hewan dan Rumah Potong
Unggas (RPH-RPU) pada Dinas Ketahanan Pangan
dan Pertanian Kota Batam. :

Hewan adalah binatang atau satwa yang. seluruh
atau sebagian dari siklus hidupnya berada di
darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara
maupun yang di habitatnya. ’

Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya
diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan
baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang
terkait dengan pertanian.

Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang
berkaitan dengan perlindungan sumber daya
hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan
serta penjaminan keamanan produk hewan,
kesejahteraan hewan, dan peningkatan akses
pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian,
dan ketahanan pangan asal hewan. '

Kesehatan Masyarakat Veteriner yang selanjutnya
disingkat kesmavet adalah segala urusan yang
berkaitan dengan hewan dan produk hewan yang
secara langsung atau tidak langsung
mempengaruhi Kesehatan manusia.

Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat
RPH adalah suatu bangunan atau komplek
bangunan dengan desain tertentu yang digunakan
sebagai tempat memotong hewan selain ‘unggas
bagi konsumsi masyarakat luas.

Rumah Potong Unggas yang selanjutnya disebut
RPU adalah suatu bangunan atau komplek
bangunan dengan desain tententu yang digunakan
sebagai tempat memotong hewan ungags bagi
konsumsi masyarakat luas. ‘

Daging adalah bagian dari otot skeletal karkas
yang lazim, aman, dan layak dikonsumsi oleh
manusia, terdiri atas potongan daging bertulang
dan daging tanpa tulang, dapat berupa daging
segar hangat, segar dingin (chilled) atau karkas
beku (frozen). :

Jeroan (edible offal) adalah isi rongga perut dan
rongga dada dari ternak yang disembelih secara
halal dan benar sehingga aman, lazim, dan layak
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dikonsumsi oleh manusia dapat berupa jeroan
dingin atau beku.

Pemeriksaan ante-mortem adalah pemeriksaan
kesehatan hewan potong sebelum disembelih yang
dilakukan oleh petugas pemeriksa berwenang.

Pemeriksaan post-mortem adalah pemenksaan
kesehatan jeroan dan karkas setelah disembelih
yang dilakukan oleh petugas pemeriksa
berwenang. i

Pemotongan hewan adalah kegiatan @ untuk
menghasilkan daging hewan yang terdiri dari
pemeriksaan ante-mortem, penyembehhan
penyelesaian penyembelihan dan pemerlksaan
bost-mortem.

Penyembelihan hewan adalah kegiatan mematikan
hewan hingga tercapai kematian sempurna dengan
cara menyembelih yang mengacu kepada: kaidah
kesejahteraan hewan dan syariah agama Islam.

Kandang penampung adalah kandang yang
digunakan untuk menampung hewan & potong
sebelum pemotongan dan tempat dllakukannya
pemeriksaan ante-mortem.

Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah - berupa
usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang,
fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat
d1n1kmat1 oleh orang pribadi atau badan.

Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh
Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-
prinsip komersial karena pada dasarnya dapat
pula disediakan oleh sektor swasta.

Pelayanan Rumah Potong Hewan “adalah
serangkaian kegiatan yang meliputi pelayanan
pemotongan hewan, pemeriksaan hewan sebelum
dipotong (antemortem), pemeriksaan kesehatan
hewan sesudah dipotong (postmortem), pen1t1pan
hewan/ ternak dikandang rumah potong hewan,
jasa pengangkutan hewan dan /atau daglng hewan
dari Rumah Potong Hewan.

Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai
pembayaran atas Jasa yang khusus disediakan
dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau badan.

Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pungutan
Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan
rumah  potong hewan Dberupa pelayanan
pemotongan hewan, pemeriksaan Kesehatan
hewan sebelum dipotong (antemortem),
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pemeriksaan Kesehatan hewan setelah dipotong
(postmortem), pemakaian fasilitas kandang
penampungan sementara di RPH/RPU dan jasa
pengangkutan  daging  hewan/ungags dari
RPH/RPU yang khusus disediakan dan/ atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah. ;

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan
yang menurut peraturan perundang-undangan
Retribusi diwajibkan untuk melakukan
pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau
pemotong Retribusi tertentu.

Surat  Ketetapan  Retribusi Daerah, yang
selanjutnya. disingkat SKRD, adalah surat
ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya
jumlah pokok Retribusi yang terutang. '

Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya
disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau
penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan
dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat
pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Leb1h Bayar,
yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat
ketetapan Retribusi yang menentukan  jumlah
kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah
kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi
yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya
disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan
tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif
berupa bunga dan/atau denda.

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening
tempat penyimpanan uang Daerah; yang
ditentukan oleh Walikota untuk menampung
seluruh penerimaan Daerah dan membayar
seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang
ditetapkan.

Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional
yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan,
menyetorkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan  uang  pendapatan
daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada
Perangkat Daerah.
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Bank adalah bank yang ditunjuk oleh Walikota
untuk melakukan pembayaran transaksi keuangan
Pemerintah Daerah.

Pembayaran Non Tunai merupakan pemindahan
sejumlah nilai vang dari satu pihak ke pihak lain
dengan menggunakan instrumen berupa Alat
Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek,
bilyet giro, uang elektronik atau sejenisnya.

Pemeriksaan  adalah  serangkaian  kegiatan
menghimpun dan mengolah data, keterangan,
dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif
dan profesional berdasarkan suatu standar
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk
tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan
peraturan perundang-undangan bidang Retribusi
Daerah.

BAB I

JENIS RETRIBUSI PELAYANAN

RUMAH POTONG HEWAN
Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek, dan
Penggolongan Retribusi

Pasal 2

Setiap orang atau Badan yang mendapatkan pelayanan
rumah potong hewan yang disediakan/dikelola
/dimiliki oleh Pemerintah Daerah, dipungut retribusi
dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan.

(1)

(2)

Pasal 3

Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah
pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan
hewan ternak yang disediakan, dikelola, dan/ atau
dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan
ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi :

a. pelayanan pemotongan hewan,;

b. pemeriksaan hewan sebelum dipotong
(antemortum);
c. pemeriksaan kesehatan hewan sesudah

dipotong (postmortum);



d. penitipan hewan/ternak dikandang ' rumah
potong hewan; dan '

e. jasa pengangkutan daging hewan dari rumah
potong hewan.

(3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan
penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan
ternak yang disediakan, dikelola, dan/atau dimiliki
oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta

Pasal 4

Subjek Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan
adalah setiap orang atau Badan yang mendapatkan
pelayanan rumah potong hewan yang
disediakan/dikelola /dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan pada UPTD.
RPH-RPU digolongkan ke dalam Retribusi Jasa Usaha.

BAB III
SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 6

(1) SKRD diterbitkan setelah Wajib Retribusif selesai
mendapatkan pelayanan. ‘

(2) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
faktur yang berisi identitas ternak, jenis, dan
volume atau frekuensi pelayanan beserta besarnya
retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi.

(3) Faktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat
rangkap tiga:

a. lembar pertama untuk Wajib Retribusi;

b. lembar kedua untuk Bendahara Penerimaan
Dinas; dan /

¢. lembar ketiga untuk Petugas.

(4) Format SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran [ Peraturan Walikota
ini.



BAB IV
TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 7

(1) Penetapan Retribusi dilakukan setelah fsélesai
proses pelayanan terhadap objek Retribusi oleh
petugas pelayanan

(2) Penghitungan besaran Retribusi dilakukan dengan
' menggunakan nota perhitungan dan dltuangkan.
dalam SKRD dan ditandatangani oleh Kepala

Dinas. ‘ o ‘ o

(8) SKRD sebagalmana dlmaksud ayat (2) dlserahkan
kepada Wajib Retribusi sebagai dasar untuk
melakukan pembayaran dan/atau penyetoran
Retribusi.

BAB V
TATA CARA PEMBAYARAN DAN
PENYETORAN RETRIBUSI

Pasal 8

(1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran retribusi

' dengan sistem non tunai ke Rekening Kas Umum
Daerah  melalui Bank yang ditetapkan oleh
Walikota. ' '

(2) Wajib Retribusi dapat melakukan pembayaran
retribusi dengan setoran tunai ke Bank, uang
elektronik dan/atau tapping machine dan/atau
mesin Electronic Data Capture (EDC), aplikasi
pembayaran Quick Response Code berstandar
pembayaran nasional (QRIS) di smart phone,
transfer = dan/atau  menggunakan fasilitas
pembayaran dan penyetoran yang dlsedlakan oleh
Bank ke Rekenmg Kas Daerah.

(8) Wajib Retr1bus1 membayarkan retribusi

‘ terutangnya ke Bank dan/atau tempat lain yang
ditunjuk dengan membawa SKRD/dokumen yang
dipersamakan dan/atau kode transaksi/kode
bayar/ virtual account. L

(4) Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
menyediakan fasilitas pembayaran dan penyetoran
retribusi melalui :

a. - Anjungan Tunai Mandiri (ATM);

Internet Banking;

Mobile Banking;

Cash Mandgement Service (CMS); dan/ afau

°© a0 o

Fasilitas lain yang dimiliki dan dlkembangkan_
oleh bank.
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(1)

(2)

@

(1)

@)

(3)

)

Pembayaran reﬁfibusi dengan sistem non tunai
hanya berlaku untuk 1 (satu) Kkali . proses
pelayanan pemotongan hewan. :

Pasal 9

Pembayaran  retribusi  dilakukan  sebelum
meninggalkan UPTD. RPH-RPU atau ‘tempat
mendapatkan pelayanan yaitu Rumah .Potong
Hewan dan/atau Rumah Potong Unggas.

Bukt1 pembayaran dan penyetoran Retrlbus1 yang
dikeluarkan dan diakui oleh Bank dipersamakan
dengan SSRD sebagai tanda bukti pembayaran
atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan.

Pembayaran retribusi dilaksanakan dengan tanda
bukti penerimaan yang sah.

BAB VI
TATA CARA PEMBUKUAN
DAN PELAPORAN

Pasal 10

Besaran penetapan dan penerimaan Retribusi
dihimpun dalam buku registrasi sebagai dasar
pembuatan laporan penetapan dan realisasi
penerimaan. :

Bendahara penerimaan pada Dinas, bertugas
merekap data transaksi pembayaran retribusi
setiap harinya, membuat dan menyampalkan
laporan penetapan dan realisasi penerimaan
kepada Kepala Dinas paling lambat pada tanggal
10 bulan benkutnya

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dilampiri dengan buku kas penerimaan Retribusi.

Format laporan realisasi penerimaan retribusi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

BAB VII

TATA CARA ANGSURAN DAN PENUNDAAN

PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 11

Kepala Dinas atas permohonan Wajib Retribusi dapat
memberikan persetujuan untuk mengangsur atau
menunda pembayaran Retribusi terhutang = dalam
kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan
yang dltentukan



(1)

2)

)

" Pasal 12

Wajib Retribusi yang akan melakukan pembayaran
Secara angsuran maupun menunda pembayaran
Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
harus mengajukan permohonan secara tertulis
kepada Walikota melalui Dinas dengan disertai
alasan yang jelas dan melampirkan sahnan SKRD
yang diajukan permohonannya. '

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
harus sudah diterima Kepala Dinas paling:lambat
7 (tujuh) hari- terhltung setelah d1terb1tkannya
SKRD.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) yang disetujui Kepala ! Dinas,
dicantumkan dalam surat keputusan pembayaran
secara angsuran maupun penundaan pembayaran
yang ditandatangani bersama oleh Kepala Dinas
dan Wajib Retr1bus1

Pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) diberikan paling lama untuk 3 (tiga)
kali angsuran dalam jangka waktu 6 (enam) bulan
terhitung sejak tanggal surat keputusan angsuran
maupun penundaan pembayaran d1tandatangan1,
kecuali ditetapkan lain dalam surat keputusan
berdasarkan alasan yang dapat d1ter1ma

Format Surat Keputusan Pengangsuran dan
Penundaan Pembayaran Retribusi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota
ini. - L :

BAB VIII

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 13

Kepala Dinas dapat menerbitkan STRD sebaga1 dasar
penagihan Retribusi dalam hal: .

a. Wajib Retribusi yang berstatus angsuran
dan/atau penundaan pembayaran Retr1bus1
tidak atau kurang bayar; dan

b. berdasarkan hasil Pemeriksaan Retribusi
‘terdapat kekurangan pembayaran sebagai
akibat salah tulis dan/atau salah hitung.

Pasal 14 -

(1) Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13 dilakukan dengan ketentuan sebaga1
berikut: '

a. surat teguran diterbitkan 7 (tujuh) hari
terhitung sejak  tanggal jatuh = tempo
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pembayaran retribusi;

b. apabila wajib retribusi dalam _]angka Waktu 7 -
(tujuh) hari- setelah tanggal surat :teguran
~diterima tidak melunasi retribusi terutang, .
‘maka penagihan  retribusi terutang -
dilaksanakan menggunakan STRD; dan:

c. dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari. setelah
tanggal  STRD diterbitkan sebagaimana
dimaksud pada huruf b, wajib retribusi. harus
melunasi retr1bus1 yang terutang.

Format Surat Teguran dan STRD sebagalmana .
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran
IV Peraturan Walikota ini.

BAB IX '

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN

(1)

(2)

Q)

(4)

(1)

(2)

PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 15

Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan
pengembalian atas kelebihan pembayaran Retribusi
kepada Walikota melalui Dinas. :

Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), disebabkan adanya
kelebihan pembayaran yang telah dlsetorkan ‘
berdasarkan perhltungan Retribusi yang telah

ditetapkan. - '

Permohonan  pengembalian atas  kelebihan
pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), diajukan secara tertulis paling lama 6
(enam) bulan terhitung saat terjadinya keleblhan
pembayaran Retrlbu31

Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) paling sedikit memuat:
a. nama dan alamat Wajib Retribusi;

b. alasan atau dasar pengembalian atas keleblhan |
pembayaran Retribusi; dan

c. besarnya kelebihan pembayaran Retribusi. -
Pasal 16 .

Dalam hal = Wajib Retribusi mengajukan
permohonan sebagalmana dimaksud dalam Pasal
15 ayat (1), Kepala Dinas mengadakan penelitian
dan Pemeriksaan terhadap kebenaran kelebihan
pembayaran Retribusi.

Kepala Dinas sébagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling lambat 12 (dua belas) hari kerja sejak



(3)

diterimanya pefmohonan pengembalian kelebihan
pembayaran  :Retribusi harus memberikan
keputusan, dengan menerbitkan SKRDLB atau
STRD.

Pengembalian keleblhan perhbayaran Retr1bus1
dilakukan dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan .
sejak diterbitkannya SKRDLB.

BAB X

PEMBETULAN DAN PEMBATALAN :

(1)

(2)

3)

KETETAPAN RETRIBUSI

Pasal 17 |
Kepala D1nas' karena Jabatannya dapat
membetulkan surat ketetapan Retr1bus1 berupa -
SKRD, SKRDLB atau STRD yang dalam
penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan

hitung dan/atau kekeliruan dalam penetapan .
Retribusi. ‘

Pembetulan surat ketetapan Retrlbu81 berupa

- SKRD, SKRDLB atau STRD dapat dilaksanakan

oleh kepala Dinas karena jabatannya dan/ atau atas
permohonan Wajib Retribusi.

Pembetulan surat ketetapan Retribusi sebagalmana |
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap

a. kesalahan tu11s dalam penerbltannya

- b. kesalahan h1tung dalam penerbitannya; dan |

(4)

- kekeliruan dalam penetapan Retribusi.

Pembetulan surat ketetapan Retribusi atas
permohonan = Wajib Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), dilakukan sebagai berlkut

a. permohonan  diajukan = kepada Kepala Dinas
‘dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh)
hari terhitung sejak tanggal diterimanya SKRD
dan STRD, kecuali apabila Wajib Retribusi
‘dapat menunjukan bahwa jangka:@ waktu
tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan
di luar kekuasaannya, dengan memberikan
‘alasan yang jelas dan meyaklnkan untuk '
'mendukung permohonannya; | :

b. Kepala Dinas melakukan penelitian administrasi _
atas kesalahan tulis, kesalahan hitung
dan/atau  kekeliruan dalam  penetapan
Retribusi; ‘ "

c. Dalam hal terjadi kesalahan tulis, kesalahan
hitung dan/atau kekeliruan dalam penetapan
Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf b,
maka dilakukan pembetulan terhadap SKRD
dan STRD tersebut



. Pembetulanz surat Retribusi dilakukan dengan

menetapkan - surat keputusan pembetulan -
Retribusi; : '

. surat keputusan pembetulan ketetapan

Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf d,
diberi tanda dengan teraan cap pembetulan dan
dibubuhi . paraf Kepala Dinas dan

‘dikeluarkan/diterbitkan paling lama 3 (tiga)

bulan sejak surat permohonan ditf_:rima;
Surat keputusan pembetulan ketetapan
Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf e
harus disampaikan kepada Wajib Retribusi

paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak -

terhitung saat diterbitkan surat keputusan
pembetulan ketetapan Retribusi tersebut;

. 'SKRD dan STRD sebagaimana dimaksud pada
‘huruf ¢ disimpan sebagai arsip: dalam ‘
‘administrasi pengelola Retribusi; f

surat ketétapan Retribusi sebagaimana
dimaksud pada huruf g diberi tanda silang dan
paraf Kepala Dinas; dan

dalam hal ‘permohonan pembetulan - surat

‘ketetapan Retribusi ditolak, maka Kepala Dinas

segera menerbitkan surat keputusan pénolakan
pembetulan surat ketetapan Retribusi.

BAB XI

TATA CARA PEN GHAPUSAN PIUTANG
RETRIBUSI YANG SUDAH KEDALUWARSA

Pasal 18

i(l) Walikota dapat menerbitkan kef)ﬁtusan
penghapusan piutang Retribusi atas usul Kepala

(2)

Dinas.

Piutang Retribusi yang dapat dihépuskan |
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
piutang yang tidak dapat ditagih dalam hal :

a.

b.

hak untuk melakukan penagihan Retribusi
sudah daluwarsa; ‘ ‘ -

‘Wajib Retribusi meningggal dunia dan tidak
~mempunyai harta warisan atau kekayaan;

Wajib Retribusi tidak diketahui keberade@annya;

~dokumen sebagai dasar penagihan Retribusi

tidak ditemukan dan telah dilakukan
penclusuran secara optimal sesuai dengan -
ketentuan perundang-undangan; dan/atau

hak untuk melakukan penagihan Retribusi
tidak dapat dilaksanakan karena kondisi

-tertentu sehubungan dengan adanya perubahan

kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan
yang ditetapkan oleh Walikota. -



(3) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi |
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3
(tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya
Retribusi. ' _

'(4) Piutang  Retribusi - yang dapat diajukan -
penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sesuai dengan yang tercantum dalam: -’

a. SKRD_; atau:
b. STRD.

Pasal 19

(1) Kepala Dinas melakukan penelitian administrasi
terhadap piutang Retribusi yang dihapuskan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).

(2) Kepala Dinas menyampaikan daftar - usulan
penghapusan = piutang Retribusi ' Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat ( 1),
paling sedikit memuat: '

‘nama Wajib Retribusi;
-alamat Wajib Retribusi;
~jenis Retribusi Daerah;
tahun Retribusi; ;
tanggal dan nomor SKRD atau STRD;

jumlah pokok piutang Retribusi yarig' akan
dihapuskan;_ :

e oo oo

g Jjumlah sanksi adfninistrasi berupai; bunga,
denda dan/atau kenaikan; dan

h. alasan dihapuskan.

(3) Daftar usulan’ penghapusan piutang Retribusi

: Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan kepada Walikota melalui Perangkat
Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan -
Daerah. 'i

: BAB XII
TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 20

(1) Pemeriksaan Retribusi Daerah dilaksanakan oleh
Dinas sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan. : '

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada a_iyat (1)
dilakukan terhadap Wajib Retribusi dengan cara :

a. Wajib Retribusi memperlihatkan dan/atau
meminjamkan buku, catatan, atau dokumen .



yang berhubungan dengan objek retribuSi;

b. Wajib Retribusi memberikan kesempatan kepada
pemeriksa Retribusi Daerah untuk dilakukan
Pemeriksaan yang berhubungan dengan objek
Retribusi; dan

c. Wajib Retribusi memberikan keterangan yang
berkaitan dengan obyek Retribusi @ kepada
pemeriksa Retribusi Daerah. '

BAB XIII
FORMULIR

Pasal 21

Bentuk formulir dan dokumen penyelenggaraan
retribusi yang meliputi kwitansi dan dokumen hasil
pelayanan RPH tercantum dalam Lampiran V
Peraturan Walikota ini. :

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan  Walikota ini berlaku pada itanggal
diundangkan. 5

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan  Walikota ini 'dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam..

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 8 Desember 2020

WALIKOTA BATAM
dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 8 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM
dto

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2020 NOMOR 776

Salinan sesuai dengan aslinya
AN. Sekretaris Da}e;ra Kota Batam
u
Plt. Kepala Bagian Hukum

DEMI HASFINUL NASUTION, SH., MH
Pembina TK 1
NIP. 19671224 199403 1 009



LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR : 66 TAHUN 2020

TANGGAL  : g Desember 2020 :
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN RETRIBUSI RUMAH

POTONG HEWAN

SURAT AP d
PEMERINTAM KOTA BATAM ggmzal.%w NO. SKFD !
A, BB 1o e ] {S¥RD} | FPTORN, -
alan Losers W Sttt
|NRWRD S IO T 0 T Y O
HANA : :
ALAMAT : :
Tanogal Jaiuh Tempo :
NG KODE REKEMING URAIAN RETRIBUSI DAERAH JUMLAH{RR)

Jumiah Boiolapan Pokok Relribusl
Famih Sarksl 1 @, Bunge

. Jumiah Kessturuhan |
Textilaryg
1. Ferebaypawy Sikdeakan ralalai p pernungEleni s pererirexan Snfiin seryemna ke ekmbrgkay dandipads
BED Bluw Kepri;

2, Hikwteindi kool areLugen porshepsaes ol jabds seripa, hevoken sipkal sdriniins bonugs b nga sebear 2% (daa poven)

Batam,, e ORI, | AR

1)

[TIETLE LY

Mip
ﬁI:E
‘ -
PEMERINTAH KOTA BATAM ! B A NO. SKRD
r,’~1‘:l!'linl.u_.-‘.—..._u; SRR (mm"] :
, s ; wess e
HFWARD O Sl R o AT T I 0 I O A T
AR H .
ALASSET H
DAL Wrrecerenersvneens -, -
h ¢ qTuig z g ]
[ S i i
WALIKOTA BATAM
dto

MUHAMMAD RUDI



LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA BATAM

NOMOR
TANGGAL
TENTANG

66 TAHUN 2020

8 Desember 2020

PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN RETRIBUSI RUMAH
POTONG HEWAN '

LAPORAN REALISAST
PENERIMAAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI DAERAH
BULAN '
TAHUN
PENERIMAAY PESTETORAN
KODE TARGET
Na. . URATAN
REENTNG ANGAARAN o~ oD =D |BULAM | 2D 2D
m‘ PULAN | BULAN| DO | BULY | BULAN
Law a LALY oI
1 3 3 4 k] 5 T T b4 10
Batar, e
EEPALADINAS e

WALIKOTA BATAM

dto
MUHAMMAD RUDI



LAMPIRAN IlI: PERATURAN WALIKOTA BATAM

NOMOR : g6 TAHUN 2020
TANGGAL  : 8 Desember 2020
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN
: PEMUNGUTAN RETRIBUSI RUMAH
POTONG HEWAN

BENTUK SURAT KEPUTUSAN PENGANGSURAN ATAU
PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

KOP

Menimbang

Menglngat

Menctapkan
KESATUY

KEDUA

atan
KEDUA

KETIGA

KEPUTUSAN KEPALA SKPD
KOTA BATAM

TENTANG
PENGANGSURAN/PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI ..cccusninrns o
ATAS SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)
NOMOR revnssineinns v} (¢ 147\ P—

KEPALA SKFD,

: bahwa berdasadkan hasl penelitian administratif scbagaimana :Eltusmgkan dalam
laporsn Hasil Penelitian (LHP) Permohonan Péngangsuran atau  Penundaan

Pembayaran Retribusio.ms atas SKRD NOmor .o v 1AREEAL vrrsssrenry Maka
perlu menctapkan Keputusan Kepala SKPD tentang Pengangsuran atau Pcuundaan
Pembayaran Retribusl . ..5tag BKRD Bomor . s SAEE i emsminrirep

L Peraturan Dacrzh Kota Batam Komior 8 Tahun 2013 tentarg Retribusi Jasa
Umum, Rétribusl Jasa Usaha dan Retelbusl Perlzinan Tertentu (Lembaran Dacrah
Kota Batamy Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembarnn Dasrh Kota Batam
Nomor 93);

2 Peraturen Walikots Batam Nomor .., Tahun 2013 tnlang Petuajuk Pelaksanaan
Peraturan Daeroh Kotn Batam Noster 8 Takun 2013 tentanp Retribusi Jasa
Umam, Retribusi Jssa Ussha dan Retribusl Perizinan Tertentu [Beriti Dmmh
Hota Batam Tahun 2013 Nomor ...);

MEMUTUSIKAN:
Menyetujui Permohonan  Pengangsiran atay Penundsan Pembayaren  Retribusi

sesmmarennsrs 3185 SKRD Nomer ..., Tanggal ..., dengan ketentuan sebegal berikut: -
8 Nama Wallb Pafsk : :

Mamat Wajib Pajak : - -
b. SKRD
Homor : S R—
Tanggal : s
t Perhitungan Jumlah Pembayaran Retrbusi sebagaimana dimsksud pada diktum
KESATU adalah sebagal berfkut:
a, Jumlsh Retribusi Terutang i Ry,
b. Masa sngsuren D s
¢. Perhitungan : '
«  Besarnya angsuran 3} T
- Dfnda Adminiﬁmﬁf [2%, : RP» L T NN TN R T T TR Y]
~  Jumlah ) 14/ NPT
¢ Pethitungan Jumlah Pembayaran Retribust schagnimana dimaksud pada dikmm
KESATU adalah scbagai berikut ;
. Jumlsh Retribusi Terutang H 2T ——
b, Janghs waktu penundasn R

¢ Keputzgan ini berlalu pada tanggal ditetapkan.

Ditetaplan di Kota Batam
pada tangEal woseevesmemsrersnns secrrer
REPALA 8KPD

WALIKOTA BATAM
dto

MUHAMMAD RUDI



BURAT TABIHAN | No.sTRD:

EEMERINTAH KOTA BATAN REYRIBUST DAERAH
LY R {GTRLS S )

™Wa R PR MAEA e

THHLEL  Dyeemnerrrnnee ”i
od . ' S

NEWRL O ONS  O
Naks ;

ALAMAT :

Tanggal Jatuh Ternps :

Koda Rekaning : o

Uralan Rekaning H

8. Dari penelilisrs darvatsu pemeriasan taraebut diatas, perhitungan juriah yang mash hans
diayar adalab sabanal bkt @

1. Retritust yang kuming bayar Bl coesrirmaresermmcioes
2. Sanksi Admirestrasi
2, Bunga 111 RS-
. Denda 3¢ + E——

& Jurlahvyang mash hanes dbayar {HEa*Zb} 7+ RO ———

anbdzng :

PERIEATIAN 2

L Parfseran dilsbukan oedlihl pelugis gensrgeibeadzhen penerosen dan i pespeizrn. 30 psendag Kas &‘m‘i
pidy BPD Rigu s:r;xb :

3, Agabiln STRO dd €adak man keravp ddwyis denslih lews wakin pnn: T 32 ek sefak STRD ind dmnmd&ﬂﬁhﬁ
sarkd widnivigboni E;mf-bngiﬂbm:ﬁ piua pereax] perbidas, :

Batam,, voeceren cwcrs@Uincusa
T T,
| ELIRAT TAGIMAN ] :
PEMERINTAH KOTABATAM ;  RETREUSIDATAAH NO. STRD |
. : (5TRD) :
3 BIRBLL s s s e e
| 7 MAEH  wvanes s ns (|
Tigharn TAIBIA L wecmesmns e
NPARD [0 O 0 o] or
Haus : ' o
ALIMAT :
2T R . B
% o
Lrrsmsrammmarecresasesssaseen 1
WALIKOTA BATAM

dto MUHAMMAD RUDI



LAMPIRAN IV: PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR  : 66 TAHUN 2020 |

TANGGAL  : g Desember 2020

TENTANG : PETUNJUK . PELAKSANAAN
: PEMUNGUTAN RETRIBUSI RUMAH
POTONG HEWAN

ENTUK 8§ T TEGURAN

KOP SKPD

vewso [T T LI T T TICT T

Kepada Yth,
di- ‘
SURAT TEGURAN

NOMOR : '-‘-iil!‘i’!'j’lill' ------ snases (XY 7]

Berdasarkan pembukuan kami, hingga saat ini Saudara masth mempunyai tunggakan
pembayaran retribusi daerah (nama/jenis retribusi), sebagal berikut :

Jenis Retribusi Tohun | Nomor & Tanggal SKRD, | Tanggal Jumtah
, SK Keberatan, SK jatuh tempo | Tagihan (Rp)
Pembetulan®) j
Jumlah
Tcrbdlang H ( ..................... Al L T P P P gy In-n]

Untuk mencegah tindakan penagihan dengan STRD berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah
Kota Batam Nomor 8 Tahun 2013, maka dimohon kepada Saudara ggar dapat melunasi
jumlah Tunggakan dalam waktu 7 {tujuh) hari setelah Surat Teguran ini diterima. L

Apabila saudara telah melunasi Tunggakan tersebut diatas, dimohon agat melaporkan ikcpada
kami. » . o P

. Batam,......connaanTahun,,
. Kepala S8KPD,

Ry R Y YR Ty YT PTR PIY YT TIPS *en

NIP.

*) Coret yang tidak periu




LAMPIRANV : PERATURAN WALIKOTA BATAM

NOMOR : 66 TAHUN 2020
TANGGAL - : g Desember 2020 !
TENTANG ¢ PETUNJUK PELAKSANAAN
: PEMUNGUTAN RETRIBUSI RUMAH
POTONG HEWAN .

BENTUK KWITANSI RETRIBUSI DAERAH
1. KWITANSI RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN (RPH)

PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

\JA HAJINO. 03’ Telpa 0778). 323429 ‘Fay (0778) 3277194
[Emiall: dinas’) kotabntam@yahoo co.dd
SEKUPANG - BATAM

Kodé Pos’t:29422
‘TAGIHAN RETRIBUS!I PELAYANAN RPH-RPU
: PEMERINTAH KOTA BATAM. ‘ ,
Y ~ : : “Tagihan No. : RPH. i
_Hari/Tanggal ¢ :
G . ; Tarif (RP)
No.| Jenis Hewan | Jumlah | Bobot

k)| Ants.mértem’ | Pemotonigan' | Postmartem | Pentigan |Foreane-| Total &iava (Rp)

Catatan:
-Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan ms Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahuni 2019
tentang Retribusl Jasa Umum, Jasa Ussha din R Perizinan Tertentu,
- Tadf Antemortem 1 sap(/kerbau Rp:20. 000 /ekor. kamblngldomba Rp. 10. ooo, /ekordan unuas Rp 200;-, Iekar
- Tadf pemotongan sapi/kebau: € 500 kg Rp.30.000, -/ekor dan > 500 kg Rp.45,000,+/ekor
- Tarif pémotongan kambing/dormba, TRPIAS. mo,-lekor R
*  Tadf Pemotongan unggas; Rp
+  Tadf Postmortem’ 5 sapl/kerbau Rp.. 20900 -fekor; Ioambhg/domba Rp. 10.000,-/ekor dan unggas R.200,- ekor
Tarf Penm’pan hewan/umlk $ npl/kerbau Rp: 20 000, /hart kzmbh;ldomba Rp. 5.000 -(hari
{kandang umcntan)
= Yadf Jasa Pengangkuun daging: E laraks s/d 10 km; <560 kg Rp.60. 000+ 500-100kg Rp. 80. 000, ,>1000 kg1 Rp 100.000,5:
(sapl/kerbau/kambing/domba/ayam) Jarak 10 s/d 15 i:m,

<500 k‘ Rp.120.000,<, 50071000 kg Rp: 340.000,: dany » 1.000 kg Rp: :160.000,+
“Jafak > 18 km; < 500 kg Rp, 180 000, 500 1000 kg Rp. 200.000,-dan’:>1060 kg Rp. 2204 000,

‘Nama Pemilik Petlgas RPH-RPU

PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
« RAJA HAJI NO. 03 Télp. (0778) 323429, Fax: (0778) 327794

Email ‘dinas kp2 kotnbntam@yahoo.co.id
“SEKUPANG ~BATAM Kode Pos's29422
5 m’

"TAGIHAN RETRIBUSI PELAYANAN RPH-RPU’

. PEMERlNTAH KOTA BATAM o _
Harl/TangEai : T:{glhan NO- RPUG it
. ‘Bobot: “Tarif {RP) .y ‘
Jenis Hewan'| : obo " - - i ;
o | onis Hewan | dumlah | Bl [ a e mortem _Pémotongan’ | Postmértem'| Penitipan |Pngand- Total Blaya (Rp).

Catatan:
hPeraturanbaerah Kota Batam Nomor 9, Tahun 2019 tentang Perubahin atas Pératura
tentang Retribustlasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retriblsi Perizinan Tertent,.
- TadfAntemortem.
:Tanf pemotongan sapi/kebau
“Tarif pemotongan Kambing/domba
Iarlf Pemotonzan unggas

R Daerah Kata Batam Nomor 8 Tahiin 2019

sapl/kerbau Rp:20: 000,-/ekor, kambtng/domba Rp.10.000, -/ekor dan unggas Rp. 200«/ekor
145500 kg Rp.30.000,-/ekor. dan's 500 kg Rp: ‘45,000, -/ekor

5.000, ,-/ekor,

p:500,~/ekor

(RN R

arif Pastmonem 'sapl/kerbau Rp.20.000,-/ekor, Kambing/domba Rp.'10.000,-/ekor dan tinggas Rp.200,+ ékor
Tarif Penitipan hewan/temak- -.:sapl/kerbau Rp.20.000, -/harl, kambing/domba’ Rp. 5.000,+/hari
(kandang sementara)

- TYarif jasa Pengangkutan daging

ging . . sidarak S s/d 10 km;- < $00 kg Rp. 60.000,-. 500»100 kg Rp 80 OOO, ,>1000 kg Rp. /100, 000 0
{sapi/kerbaufkambing/domba/ayam)

.,Jarak 10 s/d 15 km <500 I(z Rp.:120, 000 »500+1000 kg Rp. 140.000,+ dan 2>1.000 kg Rp. 160.000,-
Jarak>15km: <500 kg Rp.180. 000,-,, 500-1000 kg Rp..200.000,< dan $1000 kg Rp¢220 000,-

Nama Pemillik. ‘Petugas RPH-RPU




B. BENTUK DOKUMEN HASIL PELAYANAN RPH YANG DITERIMA PENGGUNA
JASA ' , o

1. FORM PEMERIKSAAN ANTEMORTEM DAN POSMORTEM RPH

HASIL PEMERIKSAAN ANTE:MIORTEM - POST MORTEM

' : No: ¥
NAMA: :RUMAH POTONG HEWAN PEMERINTAH KOTA’BATAM
tani: L Aca | Pemeriksaan'Ante| Pemeriksaan Post: :
No:| iNama Pemilik Jenis Hewan. HNO H::?l Mortem (PA) Mortem (PM) Keterangan
SP/KB/ KM | '-owan | Hewan: o Keputusan| Kelainan |Keputisan :
Catatan:.

SP=SAPI; KB = KERBAU; KM= KAMBING - A

PA.:;P= Diizinkan Untuk dipotong; PD = Pemotongan Darurat; PS = Dipotong dengan syarat; PN'=Ditunda
_pemotongannya; L= Dilarang dipotong .

PM: K=Dapat diedarkan tntuk konsumsi, K= Dapat dikonstmsi manusia setelah bagian yang tidak layak .

dikonsumsi dibuang; KP = dapat dikonsumsi manusia'setelah mendapat perlakuan pemanasan
sebelum diedarkan; TL = Ditolak untuk dikonsumsi'manusia

;Db’iifer-vi-iéwanlj?éthgas‘ ‘Keur Master

2. FORM SURAT JALAN DAGING RPH

’ PEMERINTAH KOTA BATAM
JL.RAJA HAJENO: U3 Telp, (0778) 323429, Fax. (0778) 327794,
"Emall'.:vainasr_fk‘ _kotabatam@yahoo.co.id. NaNE
- SEKUPANG = BATAM. {Kode Pos 129422

NO. ssssasareiraess

SURAT JALANDAGING
Berdasarkan hasil pemeriksaan.ante ‘mortem.- postmortem'serta keélengkapan administrasi
di ‘RumzihPofong.,Hewan:P.emerintah"Kofa'Ba'tam,j maka pemilik daging:dibawah ini':.

Nama.
Alam at :
‘Hewan Potong: vsebanyak.............. ekor

‘Tanggal Pemotongan - 3 _

Beratkarkas/daging i, kg

‘Distribisi 2 ,
Diizinkan untuk: membawa/mengeluarkan, daging; hasil pemotongan hewan tersebut:di ‘atas
untuk:diperjualbelikan di: tempat penjualan daging sapi/kerbaw/kambing di-wilayah Kota Batam
sesuai"dengan;peraturan dan ketentuan: yang berlaku:. '

Kepala UPTD RPH-RPU




3. FORM PEMERIKSAAN ANTEMORTEM DAN POSMORTEM RPU

HASIL PEMERIKSAAN ANTE MORTEM - POST MORTEM

NO.weecsenes
NAMA : RUMAH POTONG UNGGAS (RPU) PEMERINTAH KOTA BATAM
HARI/TANGGAL T, frebsessentnsnrtseerionsenrebed
) 1 Jenis Hewan No Jumiafy | Pemeriksaan Ante Pemeriksaan Post
No | Nama Pemilik Batch | Unggas Mortem (PA) Mortem (PM)
A/B B8 Kelainan | Keputusan| Kelainan | Keputusan

Catatan:

A = AYAM; B = BEBEK/ITIK

PA : P= Diizinkan Untuk:dipotong; PD = Pemotongan Darurat; PS = Dipotong dengan syarat; PN = Ditunda
pemotongannya; L = Dilarang dipotong »

PM: K=Dapat diedarkan untuk konsumsi, KS= Dapat dikonsumsi manusla setelah bagian yang tidak layak

dikonsumsi dibuang; KP = dapat dikonsumsi manusia setelah mendapat perlakuan pemanasan
sebelum diedarkan; TL = Ditolak untuk dikonsumsi manusia

Dokter Hewan/Petugas Keur Master

4. FORM SURAT JALAN DAGING RPU

PEMERINTAH KOTA BATAM

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
JL.RAJA HAJLNO. 03 Telp. (0778) 323429, Fax. (0778) 327794
Email ; dinas_kp2_kotabatam@yahoo.co.id
SEKUPANG - BATAM Kode Pos 29422

NO. viveeriienncnine

SURAT JALAN DAGING UNGGAS
Berdasarkan hasil pemeriksaan ante mortem - post mortem serta kelengkapan administrasi di
Rumah Potong Unggas Pemerintah Kota Batam, maka pemilik daging dibawah ini :

Nama :

Alamat

No. Batch

Jumlah : sebanyak, i . ekor

Tanggal Pemotongan :

Berat karkas unggas ....oieeeveeniiiiniininen kg

Distribusi :
Diizinkan untuk membawa/mengeluarkan -daging hasil pemotongan unggas tersebut di -atas
untuk diperjualbelikan. di- tempat penjualan daging di wilayah Kota Batam sesuai -dengan
peraturan dan ketentuan-yang berlaku, '

‘Kepala UPTD RPH-RPU

N P )

WALIKOTA BATAM
dto

MUHAMMAD RUDI





